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Abstrak
 

Kalimantan Barat mempunyai hutan seluas 14.680.700 hektar, terdiri dari 3.812.740 ha kawasan lindung,

dan 10.867.960 ha kawasan budidaya. Pada tahun 2002 jumlah lahan kritis dalam kawasan hutan telah

mencapai 2.163.570 ha dan di luar kawasan hutan 2.978.700 ha. Kerusakan tersebut antara lain disebabkan

karena: (a) penebangan oleh pemegang izin HPH; (b) pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan; (c)

kebakaran hutan; dan (d) penebangan Liar. Belakangan ini penebangan liar (illegal logging) di kawasan

perbatasan Kalimantan Barat Sarawak muncul sebagai isu terhangat di bidang kehutanan karena dampak

yang ditimbulkannya tidak hanya pada kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga pada aspek legal, sosial,

ekonomi, politik, dan bahkan pertahanan keamanan.

 

Illegal logging adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan di luar

sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik

dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara

illegal. Oleh karena itu, rangkaian proses aktivitas illegal logging umumnya terdiri atas: pencurian kayu,

penebangan, pengolahan, pengangkutan, perdagangan dan penyelundupan.

 

Permasalahan pokok yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah aktivitas illegal logging di sepanjang

perbatasan Kalimantan Barat Sarawak masih terus terjadi dan belum dapat dikendalikan. Tujuan dari

penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas illegal logging di

sepanjang perbatasan masih terus berlangsung dan sulit untuk dikendalikan; (2) untuk mengetahui besamya

pengaruh faktor-faktor penyebab terhadap aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan Kalimantan

Barat - Sarawak.

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Tingkat aktivitas illegal logging dipengaruhi oleh

tingkat penegakan hukum, kesadaran hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan asumsi jika aparat

penegak hukum mampu meningkatkan tindakan preventif dan represif, kesadaran hukum masyarakat dapat

ditingkatkan, serta kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor illegal logging maupun yang tinggal

disekitar kawasan hutan dapat ditingkatkan, maka aktivitas illegal logging akan dapat ditekan/dikurangi.

 

Variabel dalam penelitian adalah: aktivitas illegal logging (Y), Penegakan hukum (X1), Kesadaran Hukun

(Xz) Kesejahteraan Masyarakat (X3), sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif (survey)

dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dilakukan selama enam bulan (Pebruari-Juli

2003) di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan Instansi/lembaga terkait di Propinsi Kalimantan

Barat. Penentuan Entikong sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan

pertimbangan bahwa: (a) Entikong adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak
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dan cukup maju dibandingkan kecamatan lainnya; (b) semua rangkaian proses illegal logging mulai dari

penebangan sampai pada penyelundupan terjadi di Entikong.

 

Penentuan sampel dilakukan dengan tehnik sampling aksidenlal yaitu siapa saja di lokasi penelitian yang

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan diketahui terlibat langsung dalam aktivitas illegal logging,

serta dipandang cocok sebagai sumber data. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti maka

jumlah sampel diambil sebanyak 40 prang dengan mempertimbangan persyaratan ukuran sampel untuk

analisis, waktu, biaya dan tenaga.

 

Pengumpulan data primer dengan teknik wawancara terstruktur atau menggunakan instrumen penelitian,

sebelum dilakukan survey, instrumen diujicoba di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan

realibilitas. Data yang diperoleh sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi regresi

berganda multikolinieritas, uji heteroskedastisiitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi, selanjutnya data di

analisis dengan regresi berganda, dan korelasi parsial, sedangkan koefisien regresi dilakukan uji F dan Uji t.

 

Hasil perhitungan regresi berganda melalui persamaan regresi dengan menggunakan 5P55 (1.0 for

windowsdiperoleh:

Y = 102.213 - 0.651 (Xi) - 0.444 (X2) - 1.262 (X3)  

 

Artinya penambahan atau peningkatan salah satu nilai pada variabei X sebesar 1 unit akan menurunkan

aktivitas illegal logging sebesar nilai salah satu variabel X dengan konstanta 102.213.

 

Adapun nilai R2= 0.724. berarti bahwa 72,4 % variabel aktivitas illegal logging secara bersama-sama

dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, kesadaran hukum, dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan

sisanya sebesar 27,6 % dipengaruhi oleh faktor lain.

 

Hasil uji F menunjukkan sangat signifikan karena nilai F hitung = 31.422 masih jauh lebih besar dari F

tabel4.38 pada a a 0.01

 

Hasil uji t juga menunjukkan sangat signifikan karena nilai t hitung pada Xi = 7.164, Xz = 5.331, X3 =

3.271, semuanya lebih besar dari t label pada 2.704 dengan tingkat signifikan pada a > 0.01. Ini

menunjukkan bahwa seluruh koefisien persamaan regresi secara sendiri-sendiri mampu menjelaskan

variabel aktivitas Illegal logging.

 

Kesimpulan penelitian adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas illegal lagging sulit diberantas dan cenderung meningkat

adalah:

a. Masih Iemahnya penegakan hukum, yang disebabkan oleh: (1) terbatasnya jumlah aparat penegak hukum,

(2) terbatasnya sarana dan prasarana penegakan hukum, (3) terdapat oknum aparat yang terlibat dalam

praktek kolusi dan korupsi (4) pressure dari oknum atau kelompok masyarakat terhadap aparat penegak

hukum, (5) kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, (6) terdapat peraturan yang tidak sinkron antara

kepentingan pemerintah di setiap tingkatan, (7) terdapat hukum lokal/adat yang kurang selaras dengan



hukum positif.

b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, disebabkan oleh: (1) kurangnya sosialisasi peraturan tentang

kehutanan, (2) adanya sikap dan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kadang-kadang belum dapat

menjadi tauladan bagi masyarakat, (3) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum,

(4) keterpaksaan melanggar hukum karena dorongan kondisi ekonomi, (5) tidak adanya penjatuhan sanksi

terhadap pelaku yang dapat membuat masyarakat jera, (6) kejadian sebelum era reformasi yang kurang

memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, kondisi tersebut dijadikan alasan pembenaran untuk

melakukan illegal logging.  

c. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pemerintah

untuk membangun kawasan perbatasan menyebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat

menunjang pertumbuhan ekonomi, (2) terbatasnya lapangan pekerjaan yang lebih layak untuk menopang

kehidupan.

 

2. Besarnya pengaruh penegakan hukum (XI), kesadaran hukum (X2), dan kesejahteraan masyarakat (X3)

terhadap aktivitas illegal logging (Y), adalah sebesar nilai R2 yaitu 0.724, yang berarti bahwa 72,4 % faktor

penegakan hukum, kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, secara bersama-sama mernpengaruhi

aktivitas illegal logging, sedangkan selebihnya sebesar 27,6 % ditentukan oleh faktor lain.

 

Saran yang dikemukakan adalah: (1) perlu penambahan jumlah aparat penegak hukum dari Kepolisian, Bea

dan Cukai, Berta lagawana/Polhut untuk ditempatkan pada Pos-pos pengawasan di sepanjang kawasan

perbatasan, (2) Pemerintah Daerah Kalimantan Barat perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi melalui

kampanye anti illegal logging, (3) perlu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat perbatasan melalui

berbagai pelatihan keterampilan, (4) memberikan peran pengelaiaan hutan yang lebih besar kepada

masyarakat lokal/adat, (5) meninjau kernbali berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak

sinkron serta berpotensi merusak kelestarian hutan dan menimbulkan illegal logging, (6) Pemerintah Daerah

Kalimantan Barest secara bertahap perlu mengupayakan pembangunan jalan di sepanjang garis perbatasan

guna mempermudah pengawasan perbatasan dan tindak penyelundupan, (7) untuk mengatasi penyelundupan

di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong perlu menugaskan satuan TNI secara bergilir antara 1-3 bulan,

(8) melakukan operasi penertiban secara rutin dengan mengikutsertakan aparat penegak hukum dan instansi

terkait di daerah, (9) meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Negeri Sarawak untuk lebih

mengintensifkan patroli di garis perbatasan masing-masing.

 

Daftar Kepustakaan: 52 (1981-2003).

<hr><i>The Illegal Logging Activity and Control in the Border Area of West Kalimantan - Sarawak (Case

study: Entikong Sub District of Sanggau Regency, West Kalimantan Province)

 

The width of natural forest of in West Kalimantan is approximately 14.680.700 ha covers 3.812.740 ha of

protected area and 10.867.960 ha of cultivated one. In 2002, the number of critical land within forest area

has been 2.163.570 ha, and out of the area has been 2.978.700 ha. The damage is caused by: (a) Tree Cutting

by IHPH license holder, (b) Land clearing for agriculture and plantation projects, (c) Forest fire, and (d)

Illegal logging.

 



Recently, Illegal Logging in the bordering area of West Kalimantan and Sarawak has been the main issue in

forestry sector as it brings impact not only on the damage of forest ecosystem, but also on legal aspect,

social, economy, politics, and even security and defense.

 

Illegal logging is an illegal activity done by people to exploit forest resources out of preserved forest

management system done by individual or certain group of people systematically either in a network or

other ways for personal interest or group interest. Therefore, what people do in line with illegal logging

consists of: woods robbing, cutting tree, processing, transporting, trading, and smuggling.

 

The main problem put forward in this research is the activity of illegal logging along the way of bordering

area between West Kalimantan and Sarawak is still happening and has not been controlled yet. The purposes

of the research are: (1) To identify the causal factors of why illegal logging activity along the way of

Bordering Area is still happening and difficult to control. (2) To identify to what extent the causal factors

influence the activity of illegal logging along the way of bordering area between West Kalimantan and

Sarawak.

 

Hypothesis proposed in this research is: " the level of activity of Illegal togging is influenced by law

enforcement, law awareness, and social welfare". By assuming that if Law Officials were capable to

increase preventive and repressive actions, public law awareness was able to increase , and standard of

living of people who working in illegal logging sector and living nearby the forest area was able to increase,

so activity of illegal logging would be able to control or minimize.

 

Variables in this research are : illegal logging activity (Y), Law Enforcement (XI), Law Awareness (X2),

Social Welfare (X3). Method used is descriptive (survey) through both quantitative and qualitative

approach. The research is undertaken for the period of 6 (six) months (February - July 2003) by taking place

in Entikong Sub District of Sanggau Regency and visiting related Department or Institution in West

Kalimantan. By doing purposive sampling, Entikong is selected as the location to do research by

considering: (a) Entikong is one of Sub Districts that borders directly with Sarawak and more developed

than other Sub Districts. (b) Sets of activity illegal logging started from cutting the tree up to smuggling is

happening in Entikong.

 

Selection of samples done through accidental sampling method, that is anyone the author meet, who is

recognized getting involved directly in the activity of illegal logging and qualified to give data needed.

 

As the number of population is unknown exactly, so the author just pick 40 (forty) people as sample by

considering sample size requirement for analyzing process, time, cost, and ability.

 

Primary data is collected through structured interview method or research instrument. Before doing survey,

the instrument is examined at the research location to identify the validity and reliability. Before analyzing

the data collected, the author

1) lack of socialization of forestry regulations

2) Poor performance of Law Officials



3) Low of people's knowledge and understanding about law

4) Economic pressure

5) No sanction or punishment to those who break the rule

6) Past experience, before reform era,that was less to consider public interest being justification to legal the

illegal logging

 

c. Low of social welfare caused by:

1) less commitment from government to develop the bordered area caused the area has no sufficient

infrastructure to support economic growth

 

2) Limited feasible job opportunity to improve people's standard of living 2. The big impact of law

enforcement (XI), law awareness (X2), and social welfare (X3) on illegal logging activity (Y) is big as point

R2 , that is 0.724. it means that 72,4 % of factors of law enforcement, law awareness, and social welfare

altogether influence the illegal logging activity, while the rest (27,6 %) is determined by others.

 

Suggestion to propose is as follows:

1. The government need to increase the number if law officials come from Police department, Custom,

Forest Guard I Forest Policy

2. Socialization must be done intensively trough anti illegal logging campaign

3. Job opportunity should be provided through various skill training

4. Local people should be given a bigger role to manage the forest

5. Regional Regulation should be reviewed back

6. Assign Armed Forces take turns for the period 1-- 3 month to guard the Entikong Borderline Post in order

to anticipate smuggling

7. The government should cooperate with the local law official and related institutions to do a regular

inspection

8. The West Kalimantan Government should develop road along the borderline to ease and facilitate control

system in order to anticipate and prevent the smuggling.

9. Enhance international cooperation with Sarawak State Government to do joint patrol at the borderline.
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